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Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga internal
yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga integritas dan kehormatan
hakim konstitusi. Pada putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan
memberikan sanksi kepada hakim Mahkamah Konstitusi yaitu pemberhentian
sebagai hakim ketua Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran berat yang terbukti
telah dilakukannya. Namun dalam hasil putusan ini menjadi pertanyaan karena
putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak
sesuai dengan sanksi yang telah diatur pada pasal 41C dan pasal 47 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 yang mengatur tentang sanksi bagi
hakim terlapor yang melakukan pelanggaran berat. Sehingga dengan
ketidaksamaan sanksi yang dijatuhkan dengan peraturan yang ada menjadi
pertanyaan besar apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan
putusan ini serta pandangan dari pakar hukum tatanegara perlu menjadi wawasan
untuk kita lebih mengetahui mengenai putusan yang telah dikeluarkan ini dengan
keterkaitannya pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan hukum normatif. Yang mana pendekatan yang
dilakukan adalah pendekatan melalui perundang-undangan (statute approach).
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini pun menggunakan metode kajian
pustaka (library reseach). Serta dalam menganalisa bahan hukum yang digunakan
menggunakan metide analisis isi (content analysis) dalam prosesnya.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah putusan Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tidak berdasarkan
peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 mengenai ketentuan
penjatuhan sanksi. Putusan yang diambil oleh Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi merupakan trobosan baru dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menangani perkara ini dengan
mempertimbangkan prinsip proporsionlitas, fakta dan bukti yang ada di lapangan
yang didapatkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sehingga banyak
tokoh/pakar hukum tatanegara yang memberikan pandangan bahwa putusan ini
merupakan putusan yang cacat atau salah karna tidak berdasarkan Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023, dan adapun yang berpandangan bahwa
putusan ini sudah tepat karna mengingat putusan ini harus segera diputuskan
sebelum waktu pemilihan umum yang semakin dekat tiba.



